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TENTANG

TIM SEKRETARIAT PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN
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PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2022

TAHUN ANGGARAN 2023
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

bahwa berdasarkan letentuan Pasal 69 Ayat (1) Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, selain mempunyai kewajiban, kepala daerah wajib
menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan
Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;

bahwa dalam rangka pelaksanaan penyusunan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban, dan Ringkasan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi
Barat, perlu membentuk Tim Sekretariat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur  tentang Pembentukan Tim Sekretariat
Penyusunan penyusunan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban, dan Ringkasan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi
Barat Tahun 2022 Tahun Anggaran 2023;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 ik

Undaqg-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
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Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 684 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114), Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 617 8);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai
Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157 %

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pebangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan  Peraturan  Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
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Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daecrah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Dacrah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020
tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran
untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan
Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
581);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 496);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 026);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

Peraturan Daerah Provingi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010
Nomor 5, Tambhahan l.embaran Daerah Provinsi Sulawesi
Barat Nomor 51);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun
2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Sulawesi Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 68);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79)
sebagaimana telah diubah dengan Pcraturan Dacrah
Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Provingi Sulaweoi Barat Nomur 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
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Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Barat Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 95);

23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun
2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi

Sulawesi Barat Tahun 2022 Nomor 8);

24. Peraturan Gubernur Sulawcsi Barat Nomor 4 Tahun 2022
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 Nomor 4);

25. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 49 Tahun
2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

: Tim  Sekretariat  Penyusunan Laporan  Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban,
dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 Tahun Anggaran 2023,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

: Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU,

mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melakukan Sosialisasi kepada Perangkat Daerah di lingkup
Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan Tim Penyusun
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban, dan Ringkasan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD, LKPJ dan
RLPPD)  Kabupaten mengenai tata cara pemenuhan
kelengkapan data-data vang diperlukan dalam penyusunan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban, dan Ringkasan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi
Barat Tahun 2022;

b. menghimpun informasi/bahan data untuk penyusunan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban, dan Ringkasan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi
Barat dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan capaian _
kinerja pada tataran pengambil kebijakan dan pelaksana
kebijakan;

c. melakukan koordinasi dengan instansi vertikal dan seluruh
Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat
dalam hal penghimpunan dan pengolahan data Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022;

d. melakukan evaluasi kinerja mandiri terhadap capaian kinerja
berdasarkan Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Taliun 2022 ;



KETIGA
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KELIMA

e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur
Sulawesi Barat yang telah disetujui oleh Gubernur, kepada
DPRD untuk dibahas.

: Tim Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada diktum KEDUA, bertanggung jawab kepada
Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan

berkedudukan di Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada
Pos Anggaran Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2023
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 28 Februari 2023

Pj. GUBERNUR SULAWES] BARAT,

ttd

Salinan Sesuai Dengan Aslinya AKMAL MALIK
KEPALA BIRO HUKUM,

r. SUYUTI MARZUK

, S‘Pr'm/ M.Sc

Pangkat: Pembina Tk.I/IV.b

NIP.

: 19690820 199903 1 005
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1. | Gubernur Sulawesi Barat Pengarah
2. | Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat i Pengarah

3. | Asisten Pemerintahan dan KesejahteraéHMRakyat
| Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Pengarah
e =

4. | Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan

Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Ketua

5. | Muhammad Juaeni Yusuf, S.Pd M.Pd

(Analis Kebijakan Ahli Madya Biro Pemerintahan VP
| dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Sekretaris

P Provwrinel Qulawrac: Daeas)
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14. | Muh. Dhany Sadry. S.IP
(Analis Kebijakan Ahli Muda Biro Pemerintahan Atgpbia
dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
Provinsi Sulawesi Barat)

15. | A. Desy Nirmalasari. S. Farm., MAP
(Analis Kebijakan Ahli Muda Biro Pemerintahan P .
dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah g8
Provinsi Sulawesi Barat)

16. | Eka Khaerandy Oktafianto, S.ST., M.Si
(Statistisi Ahli Muda pada Badan Pusat Statistik Anggota
Provinsi Sulawesi Barat)

17. | Mega Kelana Cahya Altoba, S.ST., M.Sc Anggota

(Statistisi Pelaksana pada Badan Pusat Statistik
Provinsi Sulawesi Barat)

Auditor yang menangani Laporan Penyelenggaraan Anggota
Pemerintahan Daerah (LPPD) di Inspektorat
Daerah Provinsi Sulawesi Barat

19. | Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Direktorat Anggota
Penanggung Jawab Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD) dari Perangkat
Daerah

| 20. | Staf Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Anggota
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT,
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KEPALA BIRO HUKUM,

AKMAL MALIK

o
Dr. SUYUTI MARZUKI, S.Pi, M.T, M.Sc
Paugkat. Fembina TK.1/1V.D
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